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PERlegURAN BUPATI SIMALUNGUN
MOR 13  TaHUN 2010

TENTANG
ANAAN PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

PETUNJUK TEKNIS PELAKS

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun
2013 tentang  Pajak  Hotel belum  dapat
me.ngOptlmalkan pemungutan pendapatan daerah dari
pajak hotel sehingga perlu diganti dengan peraturan

bupati yang baru;

b. b_ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel.

Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan
Daerah Berhak Menctapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan

Otonomi dan Tugas Pembantuan,;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 5€&, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
. Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Dipindai dengan CamScanner



5.

10.

12.

Undang-

Keu::l]ggagndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Indonesia T Negara (Lembaran Negara Republik

Ne gar; R ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
€publik Indonesia Nomor 4286);

g:r?;‘:;i;Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerintaghan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da:n
i an Daerah (Lembaran Negara RepubliK
Le SCSIa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
fmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

gndang~Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

aerah dan  Retribusi  Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 5161});
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13'5:;?:1%“- Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Peneta aak  Daerah yang dipungut berdasarkan
Wajib 3o Kg‘pala Daerah atau dibayar Sendiri oleh

J1b Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

rcrangkgt Dacrah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Nomor 5887);

Lembaran Negara Republik Indonesia

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2_016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah
diubah  dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Simalungun

Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas

Pendapatann  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset
(Berita Daerah Kabupaten

Kabupaten Simalungun
Simalungun Nomor 169).

20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada
Organisasi Dinas- Dinas Daerah  Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun

Tahun 2017 Nomor 322);
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MEMUTUSKAN .

Menetapkan ; PERATURAN
PELAKsAN M:UPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PAJAK HOTEL

BAB |
KETENTUAN UMUM

: . . . Pasal 1
Dalam Peratucan Bupat; iy :
1. Dacrah adalah Kabupqgu oo aksud dengan :

. upaten Sj _
2. Bupati adalah Bupnl[i Sin;n?:,‘:;‘lll:‘l_lmm,
3. Badan Pendapatan Daerah :

Kabulpatcn Simalungun: adalah  Badan Pendapatan Dacrah
4. Kepala Badan -
printog adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

5. Badan adal*h sckumpulan of

a ¢ ——
kesatuan, baik y ng dan/atau modal yang merupakan

: ang  melakukan usaha maupun yang tidak

:(n clakudlf.;m usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
omanditer, pcrscroar? lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan,
pcrkumpulap, yayesan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
tcr_masuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

6. Pajak Hotcl yang sclanjutnya discbut Pajak adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel:

7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisala, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh);

8. Rumah Penginapan (Wisma/Penginapan Remaja) adalah jenis usaha
akomodasi untuk penginapan, dalam bentuk dan klasifikasi apapun
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk umum;

9. Pesanggrahan adalah jenis usaha akomodasi untuk tempat
peristirahatan atau penginapan atau tempat pertemuan baik
diusahakarn/ diselenggarakan oleh orang pribadi/badan atau oleh
pemerintah;

10. Motel adalah jenis usaha akomodasi yang menyediakan tempat dan
fasilitas kamar untuk persinggahan dengan waktu pendek
(shorttime) dengan tidak menyediakan atau menyediakan fasilitas
penyediaan makanan dan minuman atau fasilltas lainnya;

11. Losmen (HomeStay) adalah jenis wusaha akomodasi yang
mempergunakan sebagian dari rumah tinggal atau bangunan
lainnya, yang dipergunakan un‘tL.lk menginap dengan tidak
menyediakan atau menyediakan fasilitas penyediaan makanan dan
minuman atau fasilitaslainnya;

12. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resor Wisata, Hunian Wisata,
Cottage, Guest House dan sejenisnya adalah jenig usaha akomodasi
vang dlpergunakan untuk menginap denganv udglf menyediakan
atau menyediakan fasilitas pelayanan,seperti fasilitas penyediaan
makanan dan minuman, fasilitas konvensi atau ruang rapat,
fasilitas rekreasi atau hiburan, fasilitas olahraga atau fasilitas

lainnya;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

atau hotel atay sejeniSHya.

Dasar Pengenaan pp;
jumlah pembayarar;qak yang selanjutnya disingkat DPP adalah

pelayanan di hote] o]chatau yang seharusnya dibayar atas jasa

: . subjek pajak '
bjek P. < pajak kepada hotel;
;Saal:jajli; Wjal adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

\;Z}ﬁl}z P;?;l;tgga]ah_orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajals, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
an ajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender;

Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah
Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian

.tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah;

Biayfi p_elayanan atau (Service charge) adalah suatu komponen yang
menjadi satu kesatuan dengan harga produk layanan tertentu dalam
transaksi penjualan di Hotel dan merupakan bagian dari
perhitungan pajak hotel;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yang {erutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak
dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketctapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Sorat Ke B dan tidak ada kregit pajak
Surat Ketetapan Ppj; k; '
disingkat SKPDLB acf:k Daerah  Lebih Bayar, yang selanjutnya

. . ah surat ket : nentukan
umlah kelebi ctetapan pajak yang me .
J1ebih besar dﬁ;aggmbaﬁyim pajak karena jumlah kredit P?Jai:
terutang; Pajak yang terutang atau seharusnya tida
rat Tagi i
?-::rat ungtsll’ll{a;gilla{gkzierab yang Sfﬂanjutnya disingka? STPP -adala?;‘
berupa bunga dan/atau ii‘é‘;‘f‘ pajak dan/atau sanksi administratl
rsnl;ﬁ:)etﬁﬁfalﬁusﬁggal};fmbcmlan - adalah surat keputusan yang
kekeliruan dalan lan tertulis, kesalahan hitung dan/atau
dang-und Penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak;
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

« secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
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(1)
(2)

(1)

(2)

BAB 11

S

. Pasal 2
Pemungutan pajg . N
oleh wajib pajffk J(s;; :;;Lé"cngg;makun sistem pajak dibayar sendiri
Berdasarkar, g Ssment).
sebagaimana dlrl:atltl:{? dpajak dibayar sendiri olch wajib pajak
memperhitungkan :1 Pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung,
terutang. » Henyetor dan melaporkan sendiri pajak yang

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

) . Pasal 3
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termas

. uk jasa penunjang sebagai kelengkapan
hotel yang _slfatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel
yang disewakan oleh pihak hotel.

Termasuk dalam pengertian hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah;

a. Hotel;

b. Losmen (Home Stay);

c. Hostel,;

d. Gubuk Pariwisata, Pondok Wisata, Resort Wisata, Hunian Wisata,
Cottage, Guest House dan Sejenisnya;

€. Wisma Pariwisata-termasuk Wisma Pariwisata Remaja

f. Pesanggrahan dan sajenisnya,

g. Rumah penginapan termasuk panginapan remaja dan sejenisnya;

h. Gedung pertemuan/ pesta dan scjenisnya;

i. Pelayanan apartemen/kondominium dan sejenisnya yang

berdasarkan izin usahanya memberikan pelayanan seperti
pelayanan dihotel;dan

j. Rumah kos yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan

jumlah kamar sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) baik
yang menyatu maupun secara terpisah diwilayah Kabupaten
Simalungun.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

(4)

)

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,
seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan
atau dikelola hotel. - .

Fasilitas olahraga atau hiburan sebagaimana duna?csud pada ayat (1)
adalah fasilitas olahraga atau hiburan yang disediakan dan dikelola

oleh hotel untuk tamu hotel, antara lain pusat kebugaran (fitness

centre), holam renang, tenis, squash, billiar, karaoke, diskotik, pub,
jenisnya.
ggz;g,faﬁanrﬁﬁzﬁv hotel yang disewakan_ oleh pihak hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , antara lain: .
a. jasa persewaan ruangarn untulf kegiatan acara atau pertemuan di
hotel, seperti resepsi perkawinan, rapat-rapat, pertemuan dan
scjenisnya; dan

.
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b. persewaan ruangg
n .
'r‘d:;:)rte’ salon dan lgainn;’:ng digunakan untuk perkantoran, drug
g) Ti ermasuk obj .
( (1) adalah: Yk pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
a. jasa tempat ¢
pemerintah pusaltnggal asrama yang diselenggarakan oleh
dibebankan pady Aa“ Peémerintah daerah yang pembayarannya
(APBN)/ Anggaran Pe:(%garan Pendapatan dan Belanja Negara
b. jasa sewa apa.rtemenapatan dan Belanja Daerah (APBD);

memberi pelayanan set;a kondominium ~dan seharusnya yang

h; gaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
.C. jasa tempat t; ) .
keagarnaan; ‘nggal  di pusat pendidikan atau kegiatan

d. jasa tempat tinggal di ry
panti asuhan,dan pant;
e. jasa biro perjalanan atq
oleh hotel yang dapat di

mab sakit, asrama perawat, panti jompo,
sosial lainnya yang sejenis ; dan

u perjalanan wisata yang diselenggarakan
manfaatkan oleh umum.

Bagian Kedua
3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

. ) Pasal 4
(1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

ﬁﬂtn})ayar an kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan
otel.

(2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel.

BAB IV
PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILL), DPP, TARIF DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penggunaan Bon Penjualan ( Bill )

Pasal 5

(1) Pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan
ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel diwajibkan
menggunakan bon penjualan (bill) yang dilegalisasi/ diperporasi oleh
badan pendapatan daerah. '

(2) Bon penjualan (Bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggambarkan terjadinya Fransaks1 pembayaran atas pelayanan
dihotel yang menjadi dasar paj_ak terutang. .

(3) Terhadap wajib pajak yang dxwaj'lbkan n?enggungkan bon penjualan
(bill) dan melegalisasi/ perporasi sebagmmana ghma%csud pada ayat
(1), tetapi tidak menggunakan bon pen_Jualgn (bill) dikenakan denda
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh.empat! bulan dgn _terhadap
penggunaan bon penjualan (bill) yang tidak diperporasi dikenakan
denda sebesar 2% {dua persen) darl pajak terutang dalam setiap bon

enjualan (bill

(4) goxi] penju(alar)1 (Bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
kurang terdiri dari 3 (tiga) rangkap :

8
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a. Lembar kesatu, y .
. Lembar keduy Jek pajak atay (; .
l? Lembar keti FQ. untuk Badan Penda ' tm t |!nu hotel.
¢. Lemb 84, untuk Wajib pai. patan Daerah,
(5) Bon penjualan (Bijy) paling kun{)x;]{dk'.
a. Nama dan alamg¢ hotel atqy, .’f.{“?m""' :
b. Tanda atau logo hoyge| Sejenisya,
c. Seri menurut g) h
dimulai dari hunl:f awal op» d'21 Yang dibuat secara berurutan dan
d. Nomor bon i e
dari aOOOOI»anjual.an (bil) yang dibuat secara beruntun dimulai
3ampai dengan nomor 10, 000"

abet (hury,

Bagian Kedua
DPP

. Pasal 6
(1) DPP adalah jumlah pemp e
kepada hotel. pembayaran atau yang seharusnya dibayar

(2) Pembayaran sebagai mana dimaksu

e . d dalah jumlah
vang diterima atau se pada ayat (1) adalah j

. harusnya diterima sebagai imbalan atas
penyerahan jasa sebagai

pembayaran.
(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pembayaran yang diakui dalam pembukuan atau
pencatatan sebagai penerimaan hotel.

Bagian Ketiga
Tarif

Pasal 7
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

. Bagian Keempat
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 8
Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara .
mengalikan tarif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan DPP.

Contoh 1: l -
Perhitungan Pajak Hotel atas pelayan hotel :
Harga jasa Hotel = Rp 1.000.000,00
Service Charge (10%) = Rp. 100.000,00

Pembayaran sebelum pajak (DPP) = Rp. 1.100.000.00
Pajak Hotel (10%) Rp. il0.00Li.g(:
Pembayaran olch konsumen = Rp. 1.210.000,0C .

Contoh 2 : aran konsumen inchade
Perhitungan Pajak Hotel berdasarkan pembayaran konsumen included rax
. 70 \

dan Service Charge :

. = Rp 1.210.000.,00
Pembayaran oleh konsumen ‘ \
Harpga i;lszl Hotel termasuk Service Charge [ DPP = Rp. 1.100.000,00
(100/110%1.000.000,00 ) dibulatkan e s
Pajak Hotel (10%) p. 0.000,0¢
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Bagian Kelima

iskon atau p,
oton
. Pa o gan Harga

Perlakuan p

Diskon diberlakukan ungyy - .
1. Kamar hotel, meliputj:
a. Untuk corpo .
paling tinrg.’éir;(t)%/ (k‘?r]a sama dengan biro perjalanan travel),
berlaku dengan odglt)xlgli ';?{uluh persen ) dari harga umum yang
hotel der}gan corporate ;tld:;: surat perjanjian kerjasama antara
e g:nt.‘";gé‘;aruﬁssgorate. paling tinggi 20% (dua puluh persen)
pembayaran. yang berlaku dengan dibuktikan invoice
7 .Foold 'y be\{)erages, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga
Jua’ yang berlaku. Apabila pemberian diskon dilakukan bekerja
samba cngan  pthak  ketiga, pihak sponsor (kartu kredit atau
lembaga keuangan) maka atas pemberian diskon tersebut_tetap
dikenakan pajak sebagai penggantian pembayaran karena diskon
oleh pihak ketiga, pihak sponsor kepada pihak hotel.
) Perhlturggan DPP atas pamberian diskon atau potongan harga atau
gamﬁl lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
erikut:

Contoh 1:
Perhitungan Pajak Hotel atas pemberian diskon atau potongan harga
atau nama lain yang sejenis:
Harga jasa hotel

Diskon 20%

Harga jasa hotel setelah diskon
Service Charge (10%)
Pembayaran sebelum pajak (DPP)
Pajak Hotel (10%)

Rp. 1.000.000,00
Rp. _ 200.000,00-
Rp. 800.000,00
Rp. _ 80.000,00+
Rp. 880.000,00
Rp. _ 88.000,00+

LI | I O | A (A T

Pembayaran oleh konsumen Rp. 968.000,00

Contoh 2 :

Perhitungan Pajak Hotel berdasarkan pembayaran konsumen

included tax dan Service Charge setelah diskon atau potongan harga

atau nama lain yang sejenis:

Pembayaran oleh konsumen = Rp. 968.000,00

Diskon 20% = Rp. 193.600,00-
= Rp. 774.400,00

Harga jasa hotel setelah diskon
Harga jasa [Iotel termasuk Service Charge /| DPP = Rp. 703.999,99

(100/110*1.000.000,00 )
=Rp. 70.400,00

Pajak Hotel (10%) dibulatkan .
Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau

(4
) nama lain yang sejenis melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2), maka perhitungan pajak hotel berdasarkan perhitungan
sesuai dengan Pasal 9 ayat 2.
(5) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau
nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis

10
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(7

(8)

9

kepada kepala badan dala

. puluh) hari sebelum diskom Jangka wakty paling lambat 30 (tig?

yang sejenis diberlakukan_ n

permohonan sebagaiman .
memuat : a dimaksyg pada ayat (1), paling kurang
b flmsg:r?l ;):r\:lll?n,' ahun surag Permohonan
b. ald €rian digk, )
sejenis; on/ Potongan harga atau nama lain yang

atau potongan harga atau nama lain

d. masa berlaku diskon;dap

am hal i i i
e. dal pemberian diskop atau potongan harga atau nama lain

yang sejenis berdasark B _ .
ketiga, perbankan atay ﬁ:frlnbperjanjmn kerjasama dengan pihak

kredit), harus melampirkan: > FcUangan lainnya (melalul kart

1. bukti perjanjian ker
rjasama de i i bankan
atau lembaga keuangan lainnya’;lg:}\ pihak ketiga, per

2. menyebutkan nama pihak ket baga
keuangan lainny. P ketiga perbankan atau lembag

a dan kartu kredit yang digunakan.

Berdasarkan Pel‘mom.)nan sebagaimanaydilgakgzd pada ayat (4),
kepala badan menerbitkan surat persetujuan atas pemberian diskon
atau potongan harga atau nama lain yang sejenis kepada wajib pajak
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
permohonan diterima.

Wajib pa.Jak yang memberikan diskon atau potongan harga atau
nama lain yang sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas
setiap trans:.i_ksi pembayaran pelayanan dihotel.

Apabila wajib  pajak tidak menyampaikan surat permohonan
pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau belum memperolch
persetujuan dari kepala badan, maka atas setiap transaksi
pembayaran pada wajib pajak dianggap tidak ada diskon dan pajak
dihitung dari jumlah harga umum yang berlaku.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian diskon diatur

(1)

@)

(3)

dengan keputusan kepala badan.

BABV
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 10
Pendataan objek pajak hotel dilakukan dengan memberikan Formulir
Pendataan kepada pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha
perhotelan.
Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan atau

kuasanya.

Berdasarl-an formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/
penanggungjawab usaha perhotelan atau kuasanya, pemilik/
pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan selaku subjek pajak

11
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a melaksanakan pe

"“” X - nd X
' ¢ menjadi wajib paja aftaran usahanya kepada kepala badan

untul - bayak daerqp
() W“mkl:(I:::l]‘)ili(\):1n[mll 18ian formuljr pendata bagaimana tersebut
dalam L 1 dan Merupakan bag; an sebagaima jari
peraturan bupati ini, agian yang tidak terpisahkan
Bagian Keduq .
Pend&ﬂamn
Pasal 11

sel emilik/ penge
N-tll:gx)ll'tx:rkun(/u")itllllf:llo‘u/pcnungg“ngi“w“b usaha perhotelan harus
;::‘meiu kepala b;\dan ::’;:\]dlt l?gl?" menggunakan formulir pendaltaran
i alul bic
pendapatan daerah, lang pendataan dan penctapan badan
() .'-‘oru'ull:n' l[:::l;i;lfllllf'l{:tn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dc::::\lol'llypc“n:mj‘;g;llf; .lt‘ngll)mp dan ditandatangani olch pemilik/
pe ¢ ang gawab usaha per a dengan
melampirkan: perhotelan atau kuasanya deng

a. fotokopi identitas diri;

b. surat 1zin usaha dari instans;j yang berwenang (apabila ada); dan

¢ surat Kuasa  bermaterai cukup apabila pemilik/ pengelola/
penanggungjawab  usaha perhotelan melakukan pendaftaran
dikm}sukm'. dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) Fonnulu: pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan
daerah, paling lambat 7 (twjuh) hari sejak yang bersangkutan
memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha perhotelan yang telah
mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang
bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

a. kartu NPWPD; dan
b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(3) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala badan menerbitkan NPWPD dan surat
pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada
tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/ tamu hotel atau
ditempat pembayaran.

(7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

BAB VI
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTFD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 12
(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta
menvampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan
bendapatan daerah.
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ir SPTPD sebaga;
pormulir . Sebagaiman, 4 o
2 sendiri oleh wajib pajeg g; l:)ii(? 'Maksud pada ayat (1), dapat diambil
patan daerah. 4Ng pendataan dan penetapan badan

gpTPD memuat pelaporap -
@ gibayar kepada hote] ata:l r:;?h Pembayaran atau yang scharusnya
a¥anan yang disediakan oleh hotel,

ice charge termasyk ;
serv k jasa PeNunjang sebagai kelengkapan hotel

ang sifatnya memberikan
fasilitas ol{ih raga dan hibural;e.mudahan dan kenyamanan, termasuk

" ila batas w. .
) Apatglzakt‘u penirkaﬁ Pehyampaian SPTPp jatuh pada hari libur, maka
D ebila batas waktu pere o Pada satu hari kerja berikutnya.
”Apda ayat (4) terlam alI:_Cnyampman SPTPD sebagaimana dimaksud
gﬁ{enakan sanksi adﬁai > maka SKPD ditetapkan secara jabatan dan
Kk nistrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)
dengarl mengg:na an data masa pajak sebelumnya
0 SZ?;D;‘}QE Aok ot dengan lengkap dan tidak ditandatangani olch
; Lk : pe Tya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan ke \‘{a_pb pajak untuk dilengkapi. p y
g Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD
‘ scbagaimana tersebu'E dalam Lampiran IIl dan merupakan bagian yang
' tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 13
(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam

" Pasal 4 masih dapat diterbitkan :
a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak hotel kurang dibayar; atau
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
(2 Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati ini.

BAB VII
MASA PAJAK

Pasal 14
Masa pajak hotel adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15 . .
1) Pajak hotel merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib

0 Pajak (Self Assesment). = ;
) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya

dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari

13
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(3

“

Gl
(6)

)

: khirn
sejak bera Ya masg ...

. Pajak
ditetapkan dengan me, alau tangpal jatuh tempo yang
Dﬂg(ah (SSIt)D)‘t Akan sKpp nl&% Si]_::‘nl: 1Sctcorxin P)l,ljnk
Paj }'ang cru ang dapat .
Rekening Kas Daerah dl:niar melalui Bank untuk disetorkan ke
S S
Apa an ole vy 01 acrah,
pendahara penerima badl:u:v b Pajak atay kuasanya dilakukan ke
1 x 24 (satu kali dug pulu P‘éndapm:m daerah dalam jangka waktu
menyetorkan ke kag daerah Mpat) jam bendahara penerima wajib

ang berlaku. Sesuai peraturan perundang-undangan

yaran jatuh pada hari libur, maka batas

. . ; a satu hari keri i
Bentuk dan isi SKp erja berikutnya.
D dan SSPD sebagaimana tersebut dalam

Lampiran V dan mery ; .
peraturan bupati inj, Pakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan enu jak
rerutang dilakukan sebagai berikut : penundaan pembayaran paja

a

wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda  pembayaran pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan
disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling
lama sebelum jatuh tempo yang tertera pada SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam
keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat
telaahan dari kepala bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah;

pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak

berjalan;

« penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,

terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala

badan; .
pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan

bunga sebesar 2 % (dua persen); o
perhgitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai .benkut 3
1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa

angsura‘y; .
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarqya
sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran; ' . .
3. pol%ok pajak angsuran adalah hasil pemt?aglan antara jumlah
diangsur dengan jumlah angsuran;

pajak terutang yang akan dial X hosi
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
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()

(2)

(3)

(4)

(1)
)
(3)
(4)

dengan bunga sebegy, 20,
itungan untuk ° (dua persen i

q?rlperhilungan bugggug{lﬁal} pcmbayara)n adalah sebagai berikut :
terutang yang ditund, Nakan terhadap seluruh jumlah pajak
(dua persen) dengap, .}{?lm hasil perkalian antara bunga 2 %
dikalikan dengan Selumi‘l mlah pajaj terutang yang ditunda,

9. besarnya jumlah yang }_.l)umlah utang pajak yang akan ditunda;

utang pajak yang dimndaa?s dibayar adalah seluruh jumlah
(dua persen) perbulan; ay, itambah dengan jumlah bunga 2 %

3. penundaem.pembaym_am hary
pada saat jatuh tempy pem
tidak dapat diangsur, i
adap Wajib i

;zr;ﬁbaygran S-’ecarapz.]:;(sur)rng telah mengajukan permohonan

n tidak d a : n
pembayaran untuk surat ketetapan Vaﬁg“s‘qz;ngmuknn permohona

S dilunasi sckaligus paling lambat
ndaan yang telah ditentukan dan

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

) Pasal 17
Klig a'la badan atau pejabat yang dihunjuk dapat menerbitkan STPD
Jika .
a. pajt_ak dalfam tah‘-{“_ berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hgsxl' penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih melalui STPD.
Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 18

Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat

memberikan pengurangan pajak. . _

Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala

badan.

Pemberian pengurangan pajak, spti.nggtz-tingginya sampai dengan

25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak terutang.

Tata cara pemberian pengurangan pajak .dlatur §cbaga1 berikut :

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengz.m
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD  (Apabila
dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan

fotokcpi KTP penerima kuasal;
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p. berdasarkan permop,
kepala badan g san
pengurangan pajak;

c. apabila alasan Permohop
Kepala Badan menerbitkaéxlzn ras jrangan pajak dikabulkan, maka

d. apabila permohongp >urat keputusan pengurangan pajak;
harus memberitahukg;ng;"angan pajak ditolak, kepala badan
penolakannya; dan €Pada  wajib pajak disertai alasan

. keputusan :

¢ kegada wajiger:al;:ﬁa;alﬁ nglurangan pajak harus disampaikan
permohonan diterimga & lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal

@ Btk i e e v cian penperian
glcrupakan bagian y:; ‘saimana tersebut dalam Lampiran VIl dan
8 tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

ke cbagaimana dimaksud pada huruf 2,
N analisg kelayakan permohonan

BAB X

PEW‘;‘;%?J%;:;’ :?XSHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN

‘ PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 19

(1) Kepala badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD,
SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) se¢jak diterbitkan STPD, SKPDKB
atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat
kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a,
kepala badan membentuk tim untuk melakukan pengkajian dan

penelitian; i

hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan

sebagai dasar untuk memberi keputusan;

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif, ditetapkan oleh kepala badan; .
paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada hurul a, Kepala Badan harus

memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak. .
apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud

pada huruf d, kepala badan belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan; dan i

Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap
keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif. .
4) Tcrhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :
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lis catatat

> {)n:;‘;la pokok ;:}ﬁa;&r A4 pembayaran SSPD yang menerangkan
punga sebesar 2 o yar beserta sanksi administratif berupa
dibubuhi tanda tap anUa Persen) perbulan untuk kemudian
selanjutnya menerbitkga dan nama - jelas kepala badan dan
berupa bunga sebesar grcla/os(gED yang memuat sanksi administratif

a persen) dimaksud

da ermo imaksud.

) Tef‘f:ll:salf)karxpa.lalsalx‘iorfe_?:,l yang disetujui, atau karena jabatan
e u menghapus sagk _g dapgt.d‘terima, kepala badan mengurangkan
atanuliskan catatan S1 administras;j bunga atau denda, dengan cara
f:sebUt dikurangkanp:g; séa};'lana pembayaran SSPD bahwa sanksi

i i .
dan nam:ajelas kepala badan, apuskan, serta dibubuhi tanda tangan
(6) Wedio Eajatﬁ-ﬁl-elakukan pPembayaran pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari
sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

) Pasal 20
(1) Kepala badan karena Jabatannya atau atas permohonan wajib pajak
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, apabila :
a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan
untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas
waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD
atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administratif telah terlampaui; dan
ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkan  pengajuan  keberatan atau  pengajuan
pembeltulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan
sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal,
yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah
ditentukan.
(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda
dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

3 Pasal 21

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar

permohonan wajib pajak diatur scbagai berikut :
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang
meyakinkan; dan
b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen
berupa fotokopi :
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukax.mya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau
bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi
administratif.

() Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan

dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul tim
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berdasarkan perﬁmbangan keadi]
llan

N dan adan
(1) Atas dasar Permohongn - Pasgq) 22 ya temuan baru.

21 : ajib pa; _
E:;:Jda ﬁ:"lta;aﬁ;rn(;l'rbltaan aré):;a?as::’:gmmana dimaksud dalam
pembatalan ketetapa_t: ;:i?kk Untuk rnemll-la,al'ln(a(.esl.D alpaenbgiiaa?qgg:m;ntati
il pembahas .
(2) Hast an Sebagalm .
dengan melampirkan ana dimaksud pada a i
yat (1) dilaporkan
pengurangan/pembatalan, ketetq tdaah_ pertimbangan atas
(3) Berdasarkan laporan qap telng Pan pajak.

memberikan keputusan ketetapan pajak, Kepala Badan
(4) Kepa]ﬁ' badan atay pei

penerbitan keputusan

pembatalan ketetapan p{;?:fatb:rup

atau pembatalan ketetapan pajak

. . Pasal 23
(1) Atas dlterbltkannya keput
ketetapan pajak, kepala b:f\) dagsaatn pengurangan atau pembatalan
a. melakukan pembatal au pejabat yang ditunjuk segera :
menerbitkan SKPD agarlﬁtegapan pajak yang lama dengan cara
e

memperbaiki SKPD lama; ngan tetap mengurangkan atau

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama
pejabat yang bersangkutan;

c. mef'nermtahkan l.cepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak
palmg_ lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menymmpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan
dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau
pembatalan dimaksud.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 24 _ N
(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan. ‘ '
(2) Tata ycarag;g:embukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

sebagai berikut :
a. pembukuan sekurang-kurangnya

lue dan saldo; .

b. gzrr:lgt;eulll(?lrailn diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan

c :;;(1?1;; wajib pajak mempunyai lebih .dari 1 (satu) usaha hotel
maka pembukuan dilakukan secara terpxsah§ o

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhitungin pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga

dapat diketahui omzetnya;

. neraca; dan
f. laporan rugi laba perusahaan.
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3) Setiap Wajib pajak yao

( )RPZ?{?JSOOOOO,OO (dui melakukan Uusahg dengan omzet dibawah
mel an rekapitulag; iy . ju : e
diterima secara terg S1 nilaj Omzetny rupiah) per tahun harus

! Qr yang 4 a yang berupa pendapatan yang
besarnya pajak terutang 8 dapat menjag; dasar untuk menghitung

(4) Tata cara wajib pajak o1
transaksi penerimaan
.. menyelenggarakan

aku .

pembay::n rekapitulasi nila omzet atas sctiap
rekapi an, .adalah sebagai berikut :

ngkap dan benar_tenta"g pendapatan  brutto

d. rekapitulasi dj an secara terpisah; dan
- ldukung dengan, dokumen lain yang menjadi dasar

dflota atau dokumen lainnya.

dengan sebaik-baiknya d imaksud pada ayat (3) diselenggarakan

h an h .
kegiatan usaha sebenarnya, arus mencerminkan keadaan atau

Pasal 25

(1) Pembukuan sebagaimana dimak .
secara tertib, teratu- sud dalam Pasal 24 harus dilakukan

e erlaku dan benar sesuai dengan norma pembukuan

(2) Pembukuan sebagqimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain

yang berhubqngan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib
pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 26

(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hotel, kepala badan berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. ‘

(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenqhi kewzyiban yang
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam
menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya
pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan
omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Pemeriksaan pajak hotel dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun
akni : . .
ya] Masa pajak Desember tahun sebelumnya sampai dengan Mei tahun

berjalan dilaksanakan pada bulan Juni ta}hun berjalan.
b) Masa pajak Juni tahun berjalan sampai dengan Nop?mber tahun
berjalan dilaksanakan pada bulan Desember tah}m ber_]a.lan.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, kepala
badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak
hukum atau instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pcncat.atan agau dokumsn
serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib
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ajak 1erKAL O oAty kewajip,
pcwajiban untuk merahasiakan i U0k merahasiakan, maka
ke riksaan. tu dj

pem® tiadakan untuk keperluan

BAR x1y
INSENTIF PEMUNGUTAN

c. pendapatan asli dacrah; dan
d. pclayanan kepada masyarakat
o pemberian insentif sebagaimang difmk
setiap t’nwul_an ) pada awq] triwvulan
pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3) Bcsarrl;y; L":::Y:)t;f %Htctapkqn dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daera njalan dari rencana penerimaan pajak hotel.

sud Pada ayat (1) dibayarkan
berikutnya sesuai  dengan

BAB X111
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

. Pasal 28
() Atas kelebihan pembayaran pajak hotel, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
kepaca kepala badan. P ’

2) Kclcgo_ilhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
apabila :

a. Pajak hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
secharusnya terutang; atau

b. dilakukan pembayaran pajak hotel yang tidak seharusnya
terutang.

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak hotel kepada kepala badan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
persyaratan :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besarnya  pengembalian  vang
dimohonkan disertai alasan yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi
identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;,

¢. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan
bukti pembayaran yang sah; dan - _

d. surat permohonan ditandatangani olc.h wajip pa_;a}c, dglz‘am hal
ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat
kuasa bermeterai cukup. _ .

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3.) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. .

) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau peneliian terhadap
permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam
jangka waktu paling lama 12 (dL}a bclas). bulan, scjak tang_gal
diten'manya permohonan pengcmbahan kelebihan pembayaran pajak
hotel, kepala badan harus memberikan keputusan.
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abilﬂ jﬂngkn Wﬂklu seh .

7 aui dan ke ~PAgaimg, .

g wr]ﬁ:ggonan Pcng[::?lll‘:) l;'ad““ tidak ]mcr:tl)m(}ksu‘l pada ayat (5)
gie]:abulkﬂn dan SKI’DI{:an Pembayara, Crlk{xnksuatu keputusan,
aling lam“.-lb(satu) bulan, TS ditcrbukanpacjli1amh(}zt:r:gkim£§1g<‘:5
fpabila Waiib pajal mepe |

3 e % Sebagaimang 408 Pajak lainnya, kelebihan

dip Melunasi  apions Pada ayat (1) langsung

tersebut. erlebih - dahuly utang pajak
pengembalian  kelebihgp, pemb
dimaksud pada ayat (1) dilak ay

(dua) bulan sejak diterbity ukan dalam jangicq waktu paling lama 2

. . flnnya SKPDLB u paling lamze

(10 Jika pengembalian kelebip,
setelah lewat 2 (dua) byl
punga sebesar 2% (du
pembayaran kelebihan pe

aran  pajak  hotel scbagaimana

.

an ‘
an Eﬁmllmyamn pajak hotel dilakukan
* “Pala badan memberikan imbalan

a
2 persen) scbulan atas keterlambatan
ayaran pajak hotel,

palam hal wajib iak Pasal 29

m - i . pajak tidak mempunyai utan jak aka
gggii:}?a&ﬁaiprzj: kD hotel dilakukan dcggﬂﬂ meﬁcrgijl:ar,l rSnurat
iy ana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak

() SP2D atas kelebihan Pembayaran pajak hotel dibebankan pada mata
anggaran _ pengembalian pendapatan  pajak dengan  koreksi
pendapatan pada ta.hun anggaran berjalan.

@) SP2D atas kelebihan _ Pembayaran pajak hotel tahun-tahun
set:;:lumny a yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak
terduga.

BAB X1V
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 30
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak
hotel ditugaskan kepada badan pendapatan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya badan pendapatan daerah dapat
bekerja sama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas
perijinan, satuan polisi pamong praja, kecamatan atau lembaga lain

terkait.
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BAB xv
KETENTUAN PENyTyp ‘
- , Pasal 31
o nagﬂlnggfxrlﬁgr‘ggx”a lse;ﬁlSinzaupaﬁ ini, maka Peraturan Bupati
ergvamkan tidak berlaku. 3 lentang Pajak Hotel, dicabut dan
Pasal 32

peraturan Bupati ini mulai berlaky, Pada tanggal ditetapkan

AgarmrS:: a%aeor.;h ginimgzﬁetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pera . gan penempat. !
Kabupaten Simalungun, patannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 29 A~ 2019
BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 Alnpc 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR .
* .. TAHUN 2019
TANGGAL : ... ... . 2019

BENTUK DAN F
ORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

pEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

FORMULIR pg
ND
BADAN PENDAPATAN DAERAH ATAAN Tanggal Pendataan
PAJAK DAERAH
~— e ———PAJAK HOTEL
A NPWPD

O I IITITTT

I
5. NAMA WAJIB PAJAK

| s

C. ALAMAT WAJIB PAJAK

D. NAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT
USAHA

F. DESA / KECAMATAN

G. TELEPHONE

SImalungun, ..o eenesaeas
Pctugas Pendata
(. )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :
Kolom A . Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD
(epabila sudah ada|
Kolem B, C, D, E, dan F . Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat lzin

Usaha yang berlaku {apabila sudah ada) atau diisi sesuai

A keadaan/lokasi usaha
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—"T\H KABUPATEN § -
}‘;)\{—1\ H\L‘\LL'RGLN

FORNTY
NDAP - MULR Py
BADAN PE ATAN DAtRAH PAJAR D.:\;g:}];‘\-‘\-\ Nomor Formulir :.,....
PAJAK 1
L~ TaTA OBYEK PAJAK OTL | Tanggal oo
A GOLONGAN HOTEL
ntars B Lisikn, -
« Rt N
nomo:
2 Binar emeat M
1 Rintans U ‘ Melm-d‘“ L bu .\?mt
v d, 8 L{ ti 2 W S Ay |
- "t S sl .
| A== W i‘} E\ux:: p}:mmnnn
e TR TR AS T2 S Rumat: o«
5 KIASIFIKASI KAMAR TARTF JCrgans 16 1ninma., e,
o Kelas kamar Jumilah Tacit . Jumiah
| — Discount lamar | Omezet (Rp.)
xl .
|t [ — terjual
—
s
Exua Bal
™ C. RUANGAN YANG DISEWAKAN Jumiah|
o| Jumlalh mansan i {
= Lot (Re) Jumlshpemakmian | Discourz | Omeer (Ro
Jumilah
D. FASILITAS P2 NUNJANG
Xo Jenis Fasilitas vang dised inloan Ketoron Omzex Ror
Teephore / Faximile / Tdeks sterangan| Omeet Ro) |
Ada/Tid
Imnet Ada/Tidak
Foto Copv — Adg——a ITidalc
Laurdry dan Washme Ada/Tidak
Jasa peralanan wisata/ transportasi Ada/Tidak
‘{Food &Bevexggg Ada/Tidak
Loz - lan Ada/Tidak
Jumlah
Il KELENGKAPAN ADMINTSTRASI
e [Nama [/ Jenis Keterangan
Bulkey Tamu Ada/Tdalk
Buku Penerimaan Ada/Tdak
Daftar Tarf vane dipasang di tempat ugmm Ada/Tdak
TR NEraca s Ada/Tidak
Cash Flow Ada/Tdak
mma Ada/Tdak
z, : 3 Ada/ Tdalkc
Kas Penerimasan / Pengshuamn T
iy ass Ada/Tdak
has R,em:g Ads/Tdak
Nota / Bill Ada/ Triak
Reicap permakaian Nota / Bill

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH
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LAMPIRAN |1

| PE
NOP&A(’)PILQJRAI\? BUPATI SIMALUNGUN
TANGGay, | - TAHUN 2018
FORM4 ISIAN g
- = RMULIR PENDAFTARAN
PEME
BRINI‘AH XABUPATEN SIMALUNGUN
ADAN PENDAPATAY DAERAH
FORMy
. LIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAR
o Kepada Yen
Nemer Formulir
- """.",,,......-uu""""""m"".
T
B PERHATIAN :

j. Harap GuSidalam rangkap dua (2] dityjie dengan huru? CZTAK

2. BeritandaVpada kotak yang torsedia untuk jawaban vang diberikan

3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap
kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuengan dan Aset Daer
langsung atau dikirim melatyi Pos paling lambat tag ) PR

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

diserahkan kembali
ah Kabupaten Simaluagun

1. Nama Wajih Pajak
2. Nama Badan / Merk Usaha
3. Alamat [2tc copy Surat Keterangan Demisii diampirkan
- Dusunfjalan/RT
- Desm
- Kecamatan
- Xatupaten
- Nemorrelepen
- ¥edePes

4. Surat isin yang dimiiki(Etcccpy Surat lzin harap diamprkan|

- Surat £in Gangguan - T

Surat in N essessenessessarsesssraneniimns LB s
" Keparfwisataa

Surat £in N nereesserrensasseiensisessrassmet 2B crsmninens

Surat & Nurriesersssseseesmsimsssisnis 28

L
q
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. Restoran
. Hiburan
Reklame
. Pencrangan Jalan
. Pengambilan minerg) bukan |,
- Penyelenggaraan tempay parkir 4

- Pengambilan dan/atqy Pengusahy,

8. ,\]amat Tempat Tinggal ( Melam
Dusun/Jalan

RT /RW /RK
. Desa/Kelurahan
Kecamatan
- Kabupaten /Kota
- Nomor telepon
- Kode Pos

Kewajiban Pajak
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air tanah
Pajak Sarang Burung Walet

. ha (harap diisi :
5_/"“"‘“& Usaha (harap diisi Sesuay dengan bida
- Hotd ng umhﬂnyar

dil
+ - Pengambilan dan/ atgy Pemanfyyy,

- Lainnya ..
o dislang e
al
4. Nama pemilik / pengelola :
7. Jabatan .

S
|
S—
— |
batuan

tuar bagay, Jalan

atan Ajr tanah -

aan Samng Bumnz Walet

e
ARTTY
..........
--------

N ...................
KET RANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

pirkan ldentilas Yang dilaporkan )

..........................................................

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH
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LAMPIRAN 11

PERATURA
N 3
NOMOR BUPATI SIMALUNGUN

sseenreeee.. TAHUN 2019
Measssatresiisiaronsit SUAS

.o

PEMERINTAM KABUPATE 5
' SIMay
BADAN PENDAPATAN u:SlUN
PAMATANG RAva

Masy Paji

NPWPD v | N v—— Aepada nth

r" T a A
PERMATIAN

1 mnpd-mdtnganlul;{snnumic[nx_
- E,..,.\:I..;\p(hh\l:\_‘\..\v\&‘on.“‘,,_,.,“‘“‘““ yoop dbert
. B ) H 3 myaaps A T
3 Setelsh disi dan € 1INAATINEIN a3, diserabhan kembal kepada Dinas Peng
Kabupaten Simalungun paling lamdat tanga) 1Ssetapbulannyg s Pendapatan Pengelolaan hevangan dan Aset
4 Keteriambatan penverahan daritanggal tened ot ity
danvaiakterutang . MIKI Wb pajak akan dikenakan sanks administratif sebesar 2%

-

A. DUSI OLEH WAND RETRIBUS)

[prmem— ' P -
1 GomnganMotel.
01 Bintang Lima 05 Bimung Satu

= 09 thonom
07 Rintang i mpal C6. Meati Tiga % h..,,w,l
03 Bintang Tiga 07 Melau Dua
04 Sintang Dua 0. MaaviSate
7 Tanfdan Jumlah Xamar MHotel
- SRS S V1" - N oY YT
} 4 e I
1 i
i ) : : —
1 i |
1 Menggunakan Kag egater 1Yy 12 Tiday
&  Mpagadakan Pembakuan/ Pancatatas RN T2 Tudak
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Jumiah Pembayaran dan Paak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya [Akumulas dan awal Mas) Pajak dalam tahun pajak)
2 Magd Pank T IR 1/ (- - e .
b Qasar Pengenasr Pgjak (Jumiah Penermaan) R L Lo wl i v i e i
¢ Tani Pyjak 3 Besemmaiimanineos 9
g Pajak Terutang (b xc) N RS
2 Jumiah Sembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang(lampirkan foto copy dokumen)
o Naid Faek N Tgi . FYL R PR
b Oasar Pengenaan Pyjak (Jumlah Penenmaan] | ¥ a4 e e et
¢ Tanf Pajak o i eaait o -
& Pajak Terutang (b x<) RD. ccmrvmnie oo o ot ananaranieme s -
C. DUS! DLEH WANE PAIAK RISTCRAN, RUMAN MAKAN, XEBAI KOPI DAN STENISNYA
1 Restoran .
i_N_g Meja yang tersecd Jumiah Kursi Rerata 'umblah Penguniung Per Han _;

2 Menggunakan Kas Pegeter (L 3.¥ ]2 Tidak

™ T
3 Mengadakan Pembukuant Pencatatan [ J1 Y i< Tidak

0 ONSI OLEH WANR PAJAK

—

1. Jumuah Pembayaran dan Pyjak Terutang untuk Masa y",’ \
2 AMasa Pajak ; RS
b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumiah penerimaan) Rp . -
¢ Tail Paak RD- TSR
R . LR ceorserearesris : e
2 ?uml:);‘;‘::nr::-:fa‘: ;:r: Pajak Terutang untuk M.\u‘P:m sekarlﬂtt‘kif“?l".‘.".’." '““‘;;‘;;'.V i’f ume ’ T
& Masa Pajak N i S .
b Datar Pengenaan Paiak (lumlah Panerimaan: " -

¢ Tanf Pajak ?Rp . . \astensare S VOITRI TS IR UL L 0¥ ARA SR ARIARAS
4 Pajak Terutang (L x ¢) )

3k sebelumnya (Akumulass dari awal Masa Paak dalam tahun paah)
s s/d Tg! - v riars

e
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ng aya menyatakan bahwa 208 yang ta
‘hpdan;olnbenar, lengkap dan jeras

L PERNYATA g3
SHYATRRN

ermas,lk .
d ur.lsn-sanw Sesua d"”" ketentuan

i beritabyyyn tersebut diar

perurdang-urazngan
83 Leserta lampwan-lamgeran acalah

lah ¥y

V/ajb Retrivus

—

/—f

o,"nma Tanggal :

F. DIISt OLEH PETUG

HPE T T————
AS DPPKA KABUPATEN SIMALUNGUN

'“mjpﬂul“
NIP
L=
- < GUNLING df $if memmmm e S
No SPTPD .o
TANDA TERIMA

NPWPD

Nama

Alamat
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;QMPJRAN v
l'~RAOTUILL\1\1 BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR
, Do, oor...,TAHUN 2019
FANGGAL , |77 2019

. Bentuk dan isj Sura
(SKPDKB) ' ¢ Ketetapan p jak Daerah Kurang Bayar

,—.,';\,’ﬂu.\'l.\m\'.un‘l’.nt\'sa.\m. (Y

BADAN PENDAPATAN DAFp

PRAATANG p S;Ru KETETAPANPAJAK | vo.skrokB
SUMATIRA ULARY AERAH KURANG BAY AR x
Nama Wajib Pajak N AD)
\ama Objek Pajak ' ¥
Alamat Ustha -
NOPD X
Tans Pajak Daetah Dikenakan Dendy : -
o, Kehir :h]lkﬂonl
\ia Payjak ox
I Bedasakan Perds Xatupatan Simaluneys -
Paneriksian aau Xaterang an Lain uabhha.;mer —b\\aij;nm\lxnaﬁbi;ga‘;ﬂ ARSI oocicc M e
11, Dari Pemmeriksaan atay Xatzranzan Lain ta 3 ; " .
perikut- irganLan tenetutdiats, Perghitingan jumlsh vane casih hars ditayar adalah sebazu
1. DusarPengeman Pyjak
2. Pajak yang terutang Re.
3. KreditPajak: Rp
3 Nompensay kelebihan pabayaran Re
b Setoran vang dilakukan RP-
¢ lLaindain Rp.
d Jumlah yang dapatdikradithan a =t —¢) R
<. Jumlah k=kazangan pembayaran Pebok Pajak (0~ 34 Fp.
S, Sanks administraty
a Em_n Rp.
t. Xeailan Re.
¢ Junlah sanlst administrads (a -t} Rg.
6 Jumlahvang masih harus dibayar (2 — S¢) Rp
Dengan fung:
PERHATIAN :
! Pembayaran atas pajak terutang dilakulan pada Bendshara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak: Daerah(SSPD)
:  SKPDKB dimatakan LUNAS jika talah disablcan validasi Xas Register atau cap and tangan Pejabat
5 Apabila SKPDXB ini tidak atau karang ditayar setelai lewat waktu paling lama 30 (Sga pulull bari s¢)ak SKFDXB
int diterhithean dilanaloan santsi administcasi¥banips bunes 2% (dia persen) per bulan
PamaamzRava. ..............
21 Kepala Badaa Pencapaten Dasrek
Ribypsten Sigaivagua
Kepalz Bideng Pendstzan dan Penztapen
Nip.-
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tuk dan Isi Syrq
B- Bent t Ketet
rambahan (SKPDKBT) %Pan Pajak Daerah Kurang Bayar
PEAERINTAHKABUPATEN SNyl (g

BADANPENDAPATAN DAFRay
PAMATANG Rayy

SOMATERA U

SURAT KETETAPAN
APANPAJAK —
DAERAR KURANG BAY .-\Ill\ NO. SKPDRBI
TAMBAHAN
ama Wayib Pajak DKBD)
e Usaha
N0?D

//f—»f

| —

s Pajak Dazrah Dikenakan Dendy :

:\ :\-AL- l\’:j:k Hotel
\hs Pyjak - N

- BegasmdanPrd Xatupren Sumatmeyn Nomee

Pamedksian atay Xaterangan Lain 3 lak o '“‘“‘} . tentane Paak 4 2
e sernula belum rsrungkap ks bevaban W aib Pk ﬁls lelljh duermilan :i:::bf::ma‘::l data
7 Dendatars amudia yang seomiy
pankix: betun terurglap Penghitmngan junlah yang masih hagus dibayar adalah sebazat
!, DhsarDerrerman Papal
3 Pajak vang terutang Pp
3 KeedutPaak: Rp
2 Xempemsas lzlsbhihan pembavaran
t S:wcranvang dlakdan l;P
¢ lamdan R\;
4 Jmlahyang &apatdi=didan @ -t -¢) R
:  Xmlshiekurangan pembavaran Pokok Panak 3 34 ' R
S Sanks adeunisoan? ' *
2 Bum Re
b Keaan Rp
¢ Jomizh mnks adewmisrania =t Rp
6. Jumlzh yane mash Yarus ditayar (23— 3¢) Rp
Dengan 2o

PERHATIAN:

. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Stmahmgun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD)

SXPIKBT dimatakan LUNAS jika tdah dsahlan validast Xas Repisteraau captind tangan Pajatat

Apahila SKPDKBT it tidak atau hurang dibavar setzlah lawat wakty paling lama 30 (8g2 pulvh) hari sk SXPDSBT
i1 darhitian dilenakan sanlsi adoenistranbaruge bunra 2 (dua persen) per bulan

v

3

Pamatane Rave, .o,
an KepalaBadan Pendapaten Disrah
Kabupaten Simatuagun

NI e

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2019

. srrewerarnans

TANGGAL 2019

. ceccsnsrenprnansaras s

A gurat Ketetapan Pajak Daerah

POPPYY L A0t S AL LT PPN .
raTUTa VABUPATEN £3aL UmaL R R e L L e
jpereeas - s STrALUmIgUy | suaat ypoass |

iy PadL AR
y gLoLN PELCLPATAYN DaE3iw - &N BL)ay Dafia-
' ! 1P ez, 12=z2 0|
| PANLTANG ALV . ¢

|vasa LzAY ¢ /4 |
; SUNETERA UTLzL | :

TATLe TErpD }

| nand Ladan / err Liara
| aisrat USETI
|

* 30 maci retelan =323 p33ae Deraurmir, l
comcummsccesseveecncancenacamcascncenanann ._-__________________.____...-_.-----i
! vooT =y | JENLT Pajiv DaEaaM | Ut e !

¢ feMeererreasacnsansansnn .2
LU et srratea et enr R o v anacaman s oS

| 1. i4.1.2.01.82 |Pajak rezeld IrD.

|,-..-.---------------------.--........-........-............-...._.._._.--..-..-.-..-.--|

' - =tam stpesmca .
st rs

o
el
“

v b =z,
!

TATEArAdt SRckol LTmLALITOMIL |1as.
e imsemmeesesememAmEmsssmeameeesmeeme—eeasa csmslarrensme e ans cwan ssecasssmesnenvanee]

|
H
| Jurlak retazapa~ Pajar TermLTanz (LN

:
| cengan kiru? |

|
|

levoewspreosovoemcnssaveons s cmm s e - ...-...-.....-..--.....-...,......---o--‘----
pe~=atia"
1. 1e. Rewgri~g * 32 Jmum Daecan Y an.zaten simalusgun, SElélERIl PT. Ea-w tiega2”a

Irdorezia (Tby ) Cazang Pemazacgziartar,

|
| 3. -3mEp Zi33TcTi3T TELIlLL TetIITiTs fe=1-173
| »asepeser Zivel
| 3. agasils S¥EC e

- =232 -g-
|  Gus persen, =a~i ~ilal cajax yang terJTang per bulan gizersitha~ Z3lam SuTas

2iDd,ar-ar seTelan IaTub camze A130 Slhérasdc ZenZd IeleId I

2
Al
<
a

~agivs- F.;al Dasrar STED .

} Z. SYPD im1 bukan sedagaz pukti heperilibham iZin. ]
leweronamecanes wsommocenes SRR |
a,m. VEPL_L BLD=N SEaOLPLTLY, DoERa=
: P LEPLTEN SIVALLNGUN i
; yEPALA BIDANG PERDATAAN Dt PERETAFZN i
‘ I
I |
; I |
: -__‘.._.____.__.__‘.. ---_---.-'----n-------.---.---.-..--AA_-._____l
1-‘.-"----'-'-.--.- sivos TEEINA PELGIATUIN TVFI, =stgdaL rIvI

¥ eesmeeescessstsssessssssesssascccccscannna]

'evroerosancesn vessmsessmadansomyrecST

| Pttt P nR t
| NPUBRD/KPURD :
|

LLaMaAT LP/UR ! . e .
Cegtat mgcacivi o ~3= 1 4%a%3g£37 Tt cas-d z PERCERL It aT2i3
. it rgmaciTs o S.7a% tet e i .
surat »etetaga” , car: PeTugai Pecgirar. t
I - Saratanz 33,23,
I‘ batuges PergiriT) Yang memerira, |

sasitiasueeateeE s sen s ecwnsd s
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B. entuk Surat Setoran Paja) Daerah (SSPD)

|pEHERINTSA KABUPATEN STiALvgur, | ST s

[ eupaN PERDAPATIY DaEpim | DARRAM | !
PANATANG RAVA y ilel ! ve. ccen !

) T '
SUMATERA LTARA | Aen | '

nara Bagdan /[ !erk Usaha
2la=at Usaha H

pagrat {(NPWPD)

@am. abnran S "3Tac. = ® ece e

FEn, N7 FErIIaThan L Zutss PeTetacas Feias Sierst L IiFD
TINgEI ratetapar , Me. Konis |
TInggsl virin Targgal Ter:iTs

!
|
|
i
)
| Merar Pokok wajib Pajak :
|
i
|
]
i
!

TANZER]l B5tas Pecyatoran

|
| #mmmmeee- B L LT Peccecsnaneancancnanae Seemnsaumns e n et nate e - 1
| ] N f NO. REV ! JENIS PRIAY DaERaM i JurtLam ]
| [EEEEET L TR L F et emeatcseeescecacm——.—. esandsmane [ S
[ DO T -1 O P Y 13 IPazay worey [ =p. .
I cemmmeremeeaaal ]
H } Jumlsh retetapsr Poxch Pafak 2p, ! {
1| Dengenaan Biaya idministras: | 2. ! !
1| Sangenaa~ reraikan Pajak / Denda ! 2p, I !
l...--........-.---.--.-.-...-.-...-..........-......-.-..- ----- D
| Jumlzh Setoran Pajak Daeran i =p. o

@t TrmesmrsavesssesEssEASTsETEsAssEemmTASIYEESASEEEETeNSIETeSTISemmsssResennstenn |

Oengan wuruf :

2uarg Jrtuk Teraan piterima Qleh,
| Repgister/TandaTargar | petLzas “erzat Peviayatan Fan.ato-
H £ar35-ars PergriraaT
|* 1 Tamggal : I
| ’ Terim2 !
i Ter.a Targe
{ Nara PeTugds !
i
|
‘ \
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- LAMPIRAN v

;%?VIATURAN BUPATI SIMALUNGUN
AR i ...........TAHUN 2019
B ANGGAL , T 2019
enty
k Surat Tagihapn Pajak Daeral

TENMERINTAH L.-\BLP.-\TE NSNS

ADAN PENUAPATAN
B: Pz R:I: DAIRAH SURAT TAGIHAN PAJAK NO.5TPD
SOMATERA UTARA DAERAH x

(STPD)

L-w Wyjib Fajak
oy OtjekPajak
L'm:l.'uh

02D

A A A

‘x

renes SyjakDaerh Dikenakan Denda : pW

o Kehit
ﬂhu‘-‘u*

T2l Jawh Tanpe
7 3 KD
Nilai Pajak Terutans

saaanDanda (83

_‘?Qunu

2
-
“

Jrdck Dende

X

_—

DanganHuee? @ x Rupick

[Padhanan

1. NoRskening Kas Desrzh Kabupaten Simeluagun 55484311 PT Bark Narra Indonasi(Tok) Cabang Pematanssizatar

2 Herep Disatorkzn Melalui Bandahae Penarims Bank, Aty Petugzs UPTD BDP Kabupatan Simatunsua

3 Apebifa STPD lad Tidak Diteyarian Nate Wajid Pjak Afen Keabel] Diianatoes Dands Sebasar :',.’Z}J‘.-zf;_.;u..u‘ 13 Pz

NEl rclu. g

Terutang uetuk bulan bariloutnys den waksina! dikenaizn 240¢ua pulut empatibutan, i

PAALTANGRAYA, . -

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUFATEN SIALUNCUN

) . . e

TANDA TEFJAA PENGIRINAN STED

INAMA WATTB PATAK P

NOFD § e ve it suse s b

ALAATWATE PATAK :

INCACE, STED

D BAMATANGRAYA,
YANG MENERDL,

PETUGASPENGRI
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LAMPIRAN V11

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR  : .......TAHUN 2019
2019

TANGGAL 1 ..oocvvvevreeneenses
Bentuk Surat KQPUtUSﬂn Pengurangan Pajak Hotel

e PEMERINTAN KABUPATEN SIMAL
NP BADAN 'AN DAERA)
NP PENDAPATAN DAERAH
" #g PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

4
>

W

Kodc Pos, <

KEPUTUSAN ISEI‘ALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KARUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG
F
EMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG

: Kepaln Badan,
emiabant ’ * Batva berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangin
Pajak Hotel Nomor,.................... «ov nnggal terdapit
‘/e::nk terdapat’) cukup alasan untuk mengurangkan wnyn Pajak Hotel yang
ang;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada turuf a, perlu
:n r::mpkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
COLANE et e e ets sssassasbes
Menging®t : . Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010}
2. Peraturan Bupat Simalungun Nomor ..........eveweee tentang Tata Cara Pengelolaan
n Pajak Hotel atas nama Tanggal

Pajak Hotel,
‘e Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel @Ias DRI .oooeeieoreosiniessesiesnes
" v yang diterima lengkap oleh Badan pada tanggal

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
: Mengabulkan / Menolak®) permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada

KESATU :
wayb pajak :

Nama Wayb Pajak

Alamat Wajib Pajak

Nama Ussha

Alamat Usaha

Besamya Pengurangan

KEDUA : Berdasarkan jumlah besamya pengurangan
KESATU Pajak Hotel yang scharusnya dibayar adalah sebagat benkut :

: “pada diktum

sebagaimnna  dimaksud

Pajak Hotel yang terutang :

Besarmya Pengurangan (....% X RP. v
Jumlah Pajak Hotel yang seharuanya dibayar

(
KETIGA 2 Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di ¢ Simalungun

Pada tanggal
Kepala BIPD,

‘] Coret yang tbdak perlu
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